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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman 

keras (miras) di Kabupaten Pandeglang menggunakan metode normatif empiris. 

Temuan menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP dan Polres Pandeglang telah 

melakukan berbagai upaya seperti razia rutin dan penindakan administratif, upaya 

tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi peredaran miras ilegal. 

Keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah personel dan fasilitas pendukung, 

menjadi kendala utama dalam pelaksanaan operasi yang optimal. Selain itu, tidak 

adanya implementasi sanksi pidana yang tegas mengurangi efek jera bagi pelanggar. 

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait seperti 

pemerintah daerah dan dinas kesehatan untuk memperkuat regulasi dan penegakan 

hukum. Pendekatan edukatif juga penting untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang bahaya miras. Penelitian ini menyarankan kombinasi strategi 

penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan sumber daya, dan partisipasi aktif 

masyarakat untuk mengatasi peredaran miras ilegal di Pandeglang. Dengan 

demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib di 

wilayah tersebut. 
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